
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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P   E   N   E   T   A   P   A   N
NOMOR :  145 /  G /  2010 /  PTUN-JKT.

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  Para  Penggugat   te r t angga l  20 

Oktober  2010 dida f t a r  d i  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  tangga l  20  Oktober  2010  di  bawah  reg i s t e r  

Nomor  :  145/G/20 10/PTUN- JKT,  yang  dia jukan  o leh  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUCHLIST  TAPI- TAPI ,  S.Ag.  ;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

bera lamat  di  J l .  Bola  RT.012/RW.005,  

Desa  Toboleu ,  Kecamatan  Ternate  

Utara ,  Kota  Ternate ,  Prov ins i  Maluku  

Utara ,  Peker jaan  :  Wiraswasta  dan 

Calon  Bupat i  Kabupaten  Halmahera  

Utara  Tahun 2010.  - - - - - - - - - - -

Drs.  HAPRY BOLANGO ;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  bera lamat  

di  Desa  Doro ,  Kecamatan  Kao  Utara ,  

Kabupaten  Halmahera  Utara ,  Prov ins i  

Maluku  Utara ,  Peker j aan  :  Swasta  dan 

Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Halmahera  Utara  Tahun  2010.  

- - - - - - - - - - -

da lam  hal  in i  d iwak i l i  kuasanya  :  

ANTHONI  HATANE,  S.H. ,  M.H. ,  dan  RUBY 

LOPULALAN,  S.H.  semuanya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Advokat ,  pada  LAW OFFICE  :  HLLS  & 

ASSOCIATES,  berkedudukan  hukum  di  

Ja lan  Tulukabessy  Nomor  30  Lanta i  2 

Gedung  Apot i k  Ido laku - Mard ika ,   Kota  

Ambon,  dan  dalam  perkara  in i  memi l i h  

alamat  d i  Ja lan  Masj id  Abid in  – 

Komplek  Imig ras i  No.  B4,  Pondok  Bambu 

-  Jakar t a  Timur ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus ,   tangga l

Hal .  1  dar i  5 ha l  Penetapan  Nomor  

145/G/2010 /PTUN- JKT.

18  Oktober  2010  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .  PARA PENGGUGAT;

L      A     W      A      N  

MENTERI  DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA;  tempat  kedudukan  

di  Ja lan  Medan Merdeka  Utara  Nomor  7 

Jakar t a  Pusat ,  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . TERGUGAT ;  

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam gugatannya  te l ah  

memohon  untuk  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  keputusan  

Tergugat  ya i t u  :

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  Nomor  131.82- 732  Tahun  

2010  tangga l  23  September  2010  ten tang  Pemberhent i an  

Penjaba t   Bupat i  Halmahera  Utara  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  Halmahera  Utara ,  Prov ins i  Maluku  

Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.82- 733  Tahun  2010  

tangga l  23  September  2010  ten tang  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Halmahera  Utara ,  Prov ins i  

Maluku  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  62  (1)  Undang-

Undang  No.  5  tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan 

Undang- Undang  No.  51 tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua 

Atas  Undang- Undang  No.  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Ketua  Pengadi l an  dalam Rapat  Permusyawara tan  

berwenang  menetapkan  bahwa  gugatan  t i dak  di te r ima  atau  

t i dak  berdasar  da lam  hal  d ipenuh i  keten tuan- keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokok  gugatan  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  dalam 

wewenang  Pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  

56  t i dak  dipenuh i  o leh  Penggugat  seka l i pun  ia  te l ah  

dibe r i t a hu  dan d ipe r i nga t kan  ;  

Gugatan  te rsebu t  t i dak  didasarkan  pada  alasan- alasan  

yang  layak  ;  - - - - - - -

       Hal .  2 dar i  5 ha l  Penetapan  Nomor  

145/G/2010/PTUN- JKT.

Apa  yang  di tun tu t  da lam  gugatan  sudah  te rpenuh i  o leh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - -

Gugatan  dia jukan  sebe lum  waktunya  atau  te l ah  lewat  

waktunya  ; - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa keten tuan  yang  d ia tu r  da lam Pasal  62  

(1 )  te rsebu t  ada lah  bers i f a t  a l t e rna t i f  o leh  karena  i t u ,  

apakah  gugatan  Penggugat  te rmasuk  dalam  keten tuan  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  guna  mempero leh  ke je l asan  mengenai  

keadaan- keadaan   yang   d iungkapkan  Para  Penggugat   da lam 

gugatannya ,  maka  Pengad i l an  te lah  memanggi l  Para  Penggugat  

dan  Tergugat  untuk  had i r  da lam  acara  Dismissa l  Proses ,  

d imana  Para  Penggugat  dan  Tergugat  had i r  kuasa  hukumnya 

masing- masing   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keputusan  yang  dimohon  untuk  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  te rsebu t  ada lah  Keputusan  

yang  di t e r b i t k an  oleh  Tergugat ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat ,  maka menuru t  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  :  gugatan  Para  Penggugat  menyangkut  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  (P EMIL UKADA)  in  casu  PEMIL UKADA di  Kabupaten  

Halmahera  Utara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berbaga i  putusan  dalam Yur i sp rudens i  

Mahkamah  Agung  juga  te l ah  diga r i s kan  mengenai  keputusan  

yang  berka i t an  dan  te rmasuk  ruang  l i ngkup  pol i t i k  da lam 

kasus  pemi l i han  t i dak  menjad i  kewenangan  Perad i l an  Tata  

4
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Usaha Negara  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i n ya  (an ta ra  la i n  

putusan  Nomor  482  K/TUN/2003  tangga l  18  Agustus  2004)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  

merupakan  perbua tan - perbua tan  hukum  yang  te rmasuk  dalam 

ruang  l i ngkup  pol i t i k  ya i t u  didasarkan  pada  pandangan  

pol i t i s  para  pemi l i h  maupun yang  dip i l i h  ; - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  has i l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

merupakan  has i l  dar i  pemi l i han  yang  bers i f a t  umum, seh ingga  

te rmasuk  dalam pengecua l i an  yang  dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Hal .  3 dar i  5 ha l  Penetapan  Nomor  

145/G/2010/PTUN- JKT.

Menimbang,  bahwa mengenai  obyek  sengke ta  a  quo  ya i t u  

menyangkut  lan ju t an  has i l  pemi l i han  umum kepa la  daerah  yang  

bukan  merupakan  obyek  sengketa  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  

Nomor  :  51  Tahun  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  di  da lam  Penje lasan  Umum Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  disebu tkan  bahwa  sengketa  Tata   Usaha   Negara  

la i nnya   yang   t i dak    menjad i   wewenang   Perad i l an   Tata  

Usaha  Negara ,  d ise lesa i kan  o leh  Perad i l an  

Umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  berdasarkan  

per t imbangan  te rsebu t   d i   atas ,   pokok   gugatan  Para  

Penggugat   nyata- nyata   t idak     termasuk  dalam wewenang 
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pengadi lan   sebaga imana  keten tuan   Pasa l  62 ayat  (1 )  huru f  

a Undang- Undang No.  5 Tahun 1986 yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  

Kedua Atas  Undang- Undang No.  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karenanya  gugatan  Para  Pengugat  

harus  dinya takan  t i dak  d i t e r ima  dan  kepada  Para  Penggugat  

juga  diwa j i b kan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam sengke ta  in i ,  yang  besarnya  akan  di ten tukan  pada amar  

di  bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  Atas   Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  pera tu ran  

perudang- undangan  la i nnya  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N E T A P K 
A N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp 194.000 ,00  ( Sera tus  sembi l an  puluh  empat  r i bu  

rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Hal . 4 dar i  5 ha l  Penetapan  Nomor  

145/G/2010 /PTUN- JKT.

Demik ian  d i t e t apkan  dalam  rapa t  permusyawara tan  pada  

har i  :   Kamis ,  tangga l  18 November 2010  o leh  kami  :  H.  YODI 

MARTONO WAHYUNADI,  SH. ,  MH, se laku  Ketua  Pengad i l an  Tata  

6
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Usaha Negara  Jakar t a ,  Penetapan  te rsebu t  pada har i  i t u  juga  

diucapkan  dalam  Rapat  Permusyawara tan  yang  d inya takan  

te rbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  te rsebu t ,   dengan  d iban tu   o leh  WAHIDIN,  S.H. ,  

M.M.  Pani te ra  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  

dihad i r i  Kuasa  Hukum  Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum 

Tergugat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        

     P  A  N  I  T  E  R  A,  

K E T U A,

t td t td

  WAHIDIN,  S.H. ,  M.M. H.  YODI MARTONO WAHYUNADI,  S.H. ,M.H.
  

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  ……………………………..
Rp   30.000 ,00

2.

ATK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp   50.000 ,00

3. Panggi l an  ………………………………. .
Rp 100.000 ,00

4. Matera i  Penetapan  
Dismissa l  .………. . Rp     6.000 ,00

5. Redaks i  Penetapan  
Dismissa l  .………. Rp     5.000 ,00

6. Leges  Penetapan  Dismissa l  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.…………. Rp     3.000 ,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rp.   194.000 ,00

                       ( Sera tus  sembi l an  puluh  empat  

r i bu  rup iah ) .  

                                                        

 Hal .  5 dar i  5 ha l  Penetapan  Nomor  

145/G/2010/PTUN- JKT.
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